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Simple Majority
A > B > C > D di mana A pemenang

Absolute Majority
A > B + C + D di mana A pemenang

BPP = suara sah : jumlah kursi
Kursi partai = suara partai : BPP

Vp
Sp= __xs
Vi

ENPP =1 / (Z si )2
LHI = %E[vi - si ]




Sistem Kepqrtaian Gdalah pOIO SISTEM | SISTEM 11 SISTEM 111
interaksi antarpartai politik di 5 |5, 5 5
parlemen dalam membentuk dan 55 |85 |- 22 85| .
menjalankan pemerintah. A 50 | 025 25 | 0,0625 60 | 0,360
B 50 | 0,25 25 | 0,0625 25 | 0,063
Sistem kepartaian bukan soal c 25 | 0,0625 10 | 0010
jumlah tetapi soal konsentrasi ° sl e > | 0005
o onq o 5 Jum- 100 | as?=0,50 100 | as?=0,25 100 | as?=0,435
banyak kursi ke sedikit partai ah
poli.l.ik di pquemen. ‘ ENPP 1/&s?= 2,0 1/as?= 4,0 1/as?= 2,23
Empat sistem kepartaian . _ :
. . Pemilu Jumilah Partai ENPP
d Sistem satupartai | | Politik di DPR
[ Sistem duapartai | Femilu 1999 21 el
o . . Pemilu 2004 17 7,1
A Sistem multipartai moderat* | _
. . . Pemilu 2009 S) 6.2
d Sistem multipartai ekstrem** B ormila 2014 1o 5 o
| Pemilu 2019 oS 7,5

— - 32 |
ENPP =1 / (z S ) *Multipartai moderat terdapat 3, 4, atau 5 partai relevan

**Multipartai ekstrem terdapat 6 atau lebih partai relevan




Tiga variabel teknis sistem pemilu untuk

Menyederhanakan sistem menyederhanakan sistem kepartaian:

kepartaian bukan Od Memperkecil besaran daerah
mengurangi jumlah partai pemilihan
politik di parlemen [ Menggunakan formula perolehan
melainkan menurunkan kursi metode kuota Droop atau

divisor d'Hondt >>> kurang efektif

sistem multipartal ekstrem 1 Menerapkan ambang batas parlemen

ke multipartai moderat

Penggunaan ambang batas Pemilu Partai Politik Ambang Batas | Partai Politik | Indeks
parlemen (2,5%, 3,5%, 4%) | |PesertaPemil
terbukti gagal menyederhanakan \M
sistem kepartaian Pemilu 2004

Jika hendak mencapai sistem | Pemiu 2009
multipartai moderat maka besaran | pemiu 2014
daerah pemilihan 3-6 kursi ‘pemi.u 2019 |




Bagaimana mengukur

Prinsip Pemilu Proporsional: ¢ , $ . .
disproporsionalitas hasil pemilu?

persentase perolehan suara kurang

lebih sama dengan perolehan kursi LHI = %45 [vi -si ] LSq = V% (vi -si )2
l |

V=

Semiproporsional | 10 - 15%

S/
HASIL PEMILU 2019

Partai Politik Suara (%) Kursi (%) Nonproporsionql 15% <
PDI Perjuangan 19,33 22,30
Partai Gerindra 12,57 13,59 Pemilu | Partai ABP | Partai Suara Sura LHI
Peserta DPR Kursi Terbuang

Partai Golkar 12 31 14,81 1 f

1999 | 48 0% | 23 ‘ 101.765.638 | 3.788.070 | 10,6
FhE =0 foio 2004 ‘ 24 0% | 15 ‘ 105.923.510 | 7.567.285 | 19,8 ‘
Earai Nasdcem 9,05 1025 2009 ‘38 25% | 9 { 85.000.635 ‘ 19.047.481 | 44,9
PKS 8,21 8,54 2014 | 12 35% | 10 ‘121.920.762 2964975 | 7.8 ‘
Partai Demokrat 7,77 9,41 2019 4% 9 ‘ 126.376.418 | 13.595.842 | 20,6 ‘
PAN 6,84 7.67
— Py Bp— Ambang batas parlemen menyebabkan

i i disproporsionalitas meningkat




LHI

Pemilu @ Partai ABP Partai Lolos | Partai Sura

Ambqng bCITGS Ambqng b.GTGS Peserta UU ABP UU DPR Terbuang
parlemen Tequ pquemen jangan 2009 38 2,5% 9 9 19.047.481 44,9
diperlukan untuk | | sampai membuat - - |
menyaring por’rai suara Terbung 72014 712 3,5% 710 10 | 2.964.975 ,, 78
poli-rik yqng ber-l-qmbqh 2019 16 4% 9 9 13.595.842 20,6
tidak memiliki banyak Sehinggd Pemilu | Partai | ABP Partai Lolos | Partai | Sura LHI

dUkungCIn membUGT hGSiI Peserta | Optimal | ABP Optimal | DPR Terbuang
signifikqn masuk pem”u tidak 2009 |38 1% 15 14 10.146.823 | 30,9
parlemen proporsional 2014 | 12 1% 11 10 1142067 | 78
2019 16 1% 13 11 2.115.159 16,6

d Pemilu 2009 dan 2019, ambang batas parlemen
optimal (1%) tidak mengubah hasil pemilu
nonproporsional ke semiproporsional, tetapi
Indeks LHI turun signifikan.

O Pemilu 2014, ambang batas parlemen undang-
undang maupun optimal menghasilkan pemilu
proporsional karena peserta pemilu sedikit.

S jumlah kursi parlemen, E jumlah daerah pemilihan,
dan M rata-rata besaran daerah pemilihan

ambang batas
parlemen optimal

o = 75%/((M+1)*/E) atau
o = 75%/((S/E)+1)*/E) atau
To =75%/((S+E)/E*VE)




d  Ambang batas parlemen tetap diperlukan guna menyaring
partai-partai politik yang tidak memiliki dukungan signifikan, tetapi
besarannya jangan sampai menyebabkan hasil pemilu nonproporsional.

[d Ambang batas parlemen optimal bisa ditentukan dengan rumus
To = 75%/((M+1)*V/E), atau, To = 75%/((S/E)+1)*VE), atau
To = 75%/((S+E)/E*VE), di mana S jumlah kursi parlemen, E jumlah
daerah pemilihan, dan M rata-rata besaran daerah pemilihan.

d  Pencantuman rumus To dalam undang-undang memudahkan dan
memastikan besaran ambang batas parlemen untuk semua jenis pemilu
legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).

[ Undang-undang memperkecil besaran daerah pemilihan menjadi 3-6 kursi.
[ Undang-undang mengurangi jumlah fraksi maksimal sebesar ENPP.

. Penyederhanaan sistem kepartaian bisa ditempuh melalui dua jalur:
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